
(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 1996 Nomor 
43, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3663); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomar 54-941; 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat n 
ten tang 
Ku pang 

Mengingat : 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetcnsi Aparatur 
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kupang agar 
mampu melaksanakan pekerjaan aecara profcsional sesuai 
dengan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan 
rengembangan kompetensi bagi Apararur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Kota Kupang secara sistemati.s clan 
berkelanjutan; 

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W'alikota 
Kupang t-entang Pengembangan Kompetensi l\paratur Sipil 
Negara di Lingkungan Pernerirrtah Kora Kupang; 

1. Undang-Undang Nomor- 5 Tahun 1996 

WAL..IKQTA l<.lJPANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERA'l'lJRAN WAL.IKO'l'A K\JPANQ 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGEMBANGAN KOMPETENSl Al:'ARATUR SJPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PE!v!ERINTAHKOTA KUPANG 

PROVTNST NUSA TENGGARA TIMUR 

WALIKOTA KUPANO 

--- 
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ii, Undang-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dongan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 teruang Pemerlntahan Daerah (Lemharen 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 567g); 

4. Peraturan. Pemerintah Nornor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemea Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Taliun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6027), 
sebagaimana ielah diubah dengao Undang-Undang 
Notnor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 T.ahun 2020 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indencsia Tahun 2020 Nomor 68, Tarnbahan 

Lemba;ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 64'77); 
:,. Peraturan K<!pala Badan Kepegawaian Negara Nornor 

22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan 

Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipll 
(Berita Negara Repubhl< Indonesia Tahun 201 3 Nornor 

1217); 
6. Peraturan Kepala Lembaga Adrninistrasi Negara 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan 
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (lfflrita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127); 

7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 
2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat, 
Daerah Kota Kupang [Lernbaran Daerah Kota Kupang 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah 
beberspa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kora 
Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan 
kedua Atas Peraturan Daerah kota Kupang Nomor l3· 



BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali kola ini yang dimaksud dengan: 
L Daerah adalah Kota Kupang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pernerintahan daerah yang memirrrpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonorn. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat, yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan , dan. pemberhenrian pegawai aparatur sipil negara dan 

pembinaan manajemen aparatur aipil negara di i.nstansi pcmcrintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. lnslansi Pemerintah adalah instansi pusat clan instansi daerah. 
5. Inetansi Pembina Jabatan Fungsional adalah Instanai Pemerintah 

yang bertugas mernbina suatu Jabat.an Fungsional berdasarkan 
peraturan perundang-un dangan. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam ponyelenggaraan Pemerintahan yang 

menjadi wewenang Daerah. 
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
aparatur sipil negara secara tetap o1eh PPK untuk rnenduduki jabatan 
pemerintahan. 

8. Pejabat Pemberi. Rekomendasi adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi di bide.ng pengembangan. kornpetensi di 
lingkungan Pemerin rah Kota Ku pang. 

PERATUR.-\1'1 WALIKOTA TEN'T'ANG PENGE.M.BANGAN 

KOMf'ETENSI APARATUR SIPlL NEGARA DI 
LINGKUNQAN PEMERlNTAH KOTA l{UPANQ. 

Menetapkan 

• 
Perangkat Dacrah Kora Ku-pang (Lernbaran Daerah 

Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan 
Lemharan Daerah Kota Kupang Nomor 285); 

ME.M'.U'rUSKAN, 



Pasal 3 

(1) Set:iap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama unruk 
pengembangan kornpetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerju 
dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan. 

Umum 

Bagian Kesatu 

BAB LI 

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN KOM,PET.ENSl 

PHsal2 

(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman ba.gi 
Perangkat Daerah d1 Iingkungan Pernerintah Daerab dalam melaksanakan 

pengernbangan kompetensr ASN. 
(2) Tujuao dari Peraturan Walikota tnt adalah untuk meningkatkan kualitas, 

kornpetensi, dan profesionalisme surnber daya manusia aparatur dalam 
r penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagiASN di lingkungan 

Pernerintah. Daerah. 

11. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut 
Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan 
kebutuhan .kompetensi A8-N dengan Stander Kompctensi -Jabatan <Ian 

rencana pengembangan karier. 
12. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi penget.ahuan, 

keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalarn 

mclaksanakan tugas jabatan. 
13. Rencana Pcngembangan Kompctcnsi adaleh dokumen perencanaan 

pengembangan kornpetenai tingkat instansi. 
l4. .Jam, Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu 

pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Adminisrrasi Negara 

• 
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 

ranggung jawab, wewcnang dan hak seerang PNS dalam suatu 
satuan organisasi. 

10. Kompetensi adalah pengetahuan, .kercrampilan dan slkap/perilaku 
seorang ASN yang dapat diamati, diukur dan, dikembangkan dalam 
rnelaksanakan tugas jabatannya. 

• 



(2) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dlsampaikan kepada Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan 
sumber daya manusi.a untu.k dilakukan validasi kebutuhan dan rencana 
pengembangan kompetensi. 

(3) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK. 

Pasal 5 

(l) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi 
Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan: 
a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap 

ASN; dan 

b. verlfikasi rencana pengembangan kompetensi. 

P-erangkat Daerah 

&gian Kedua 

Penyusunan Kebutuban dan Rencana Pengembangan Kompetensi 

Pasal 4 

(1) Pengembangan kornpetensi dilakukan melalui tahapan: 
a. Pcnyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; 
b. pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan 
c. evaluasi pengembangan kornpetensi. 

(21 Penyusunan kebutuhan dan renoana pengembangan kompetensi pada 

tingkal Perangkat Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, 
dilaksanakan oleh Kcpala Perangkat Daerah dengan mernperhatikan 
kebutuhan fonnasl. 

(3) Pernbiayaan atas pengembangan kompetenst sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dianggarkan disusun dalam rencana kerja tahunan Perangkat 
Daerah. 

(4) J'embiayaan atas pengembangan .kornpetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayar (3) dikecualikan terbadap: 
a. tugas belajar; 
b. pelatihan dasar CPNS; cl.an 
c. pelatihan kepemimpinan. 

• 

(21 Hilk dan kesernpatan untuk rncngikuri pengembangan kornpetensi 

sebagaimana dimaksud ayat I l) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP 
dalam 1 (satu] tahun. 



"" I 

(1) Verifikasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11 buruf b, 
merupakan kegiatan analisis clan pemeta.an terhadap jenis kompetensi 
yang akan dikembangkan. 

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
pengembangan sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap 
kebutuhan dan. rencana scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Venfikas, sebagaimana di.maksud pada ayat (1) memerlukan paling scdikit: 
a. .kesesuaian jcnis kompetensi yang akan d.ikembangkan; 
b. kesesuaian jalur pengembangan kompctensi: 
c. pcmenuhan 20 (dua puluh] JP pengembangan kompetensi pertahun; dan 
d, rencana pelaksanaan Pengcmbangan Kompetensi, 

Pasal 7 

(5J Format kebutnhan pengembangan ASN per instansi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B, yang 
rnerupakan bagian Lidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

(6) Format analisis kesenjangan antara profil ASN dengan syarat jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalem Lampil:an buruf C, 
yang roerupakan bagian tidak rcrpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

b. standar kompetensi jabatan. 

Pasal 6 

(1) Invcntarisasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
merupakan kegiatan untuk rnengidentifikasi kebutuhan pengembangan 
kompetensi bagi setiap ASN dalam organisasi. 

(2) Inventarisasi sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) rnemuai, paling sedikit, 
a. profil ASN; dan 
b. syaratjabacan. 

(3) lnventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui 
analisis kesenjangan dcngan membandingkan antara profil ASN dengan 
syarat jabatan. 

(4) Kcgiatan Inventarisasi dilakukan dengan memperhaiikan: 
a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan lnstansi Pemerirrtah; dan 

• 

(4) Fermat penyusunan keburuhan dan rencana pengembangan kompetensl 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A, 
yang merupakan, bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 



dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas: 
a. pelatihan klasikal; dan. 
b, pelatihan non 'klasfkal. 

Pasal 1 I 
kempetensi pelatihan sebagaimana dima.ksud Bentuk pengembangan 

Pasal 10 

Bentuk pengembangan kompctcnsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
('"'\, Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan. pemberian ntgas helajar dan/aLau izjn belajar 

pada. pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 
Bentuk pengembangan kornpetensi terdiri alas: 
a. pendidikan; dan/alau 
b. pelatihan, 

Bentuk dan Jalur Pen gem bangan Kompetensi 

BAB ill 

PELAKSANAAN PENGE:t-,.1BANGAN l{OMPETENSl 

Bagian Kcsatu 

Pasal 8 

(lJ Validasf sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 5 ayat (2) rnerupakan 
kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi 
Perangkat Daerah, 

(2) Perangkat Daerah. yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
pengernbangan sumber daya manusia rnelakukan validasi lerhadap 
kehutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

{4) Dalam mclaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harue mempcrharikan: 

a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Pera.ngkat Daerah; dan 

b, srandar kornpetensi jabatan. 



swasla/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 
i belajar mandiri (seif deoelopmeni]; 

j. komunitas belajar {community 6f practioes]; 

k: bimhingan di tempat kerja; 

pegawai dengan 

a. coaching; 

b. mentoring; 

c; e-learninq; 

d. pelatihan .jarak jau h: 

e. datasering (secondment); 

f pembelajaran a.lam terbuka (oiltb1md); 

9. patok banding (benchmarking); 

n: pertukaran. antara ASN 

Pasal 13 

(1) Bentuk pengembangan kompetensi pelatihan non klasikal sebagaimana 
dimaksud Pasal 11 huruf b, dilakukan mclalui kegiatan yang menekankan 

pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. 
(2) Bentuk pengembangan kcmpetensi sebagaimana dnnaksud ayat (1) 

0 dllakukan paling sedikit melalui j alur : 

a. pelatlhan strukrural kepemimpinan; 
b. pelatihan manajerial; 
c. pelatihan toknis: 
d. pelatihan fungsiona:l; 
e. pelatinan sosial kultural; 
f. seminar/konfereusi/ sarasehan; 

g. workshop atau lokakarya; 

h. kursus; 

i. penataran; 

j. bimbingan teknis; 

k. sosialisasi; dan/ atau 
I. jalur perigembangan kompetensi dalam bentuk klasikal lainnya. 

Ill Bcnruk pengembangan kornpetensi pelatihan klasikal sebagaimana • 
dimaksud Pa$8,J l l .huruf a, dilakukan melalui kegiatan yang menekankan 
pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, 

12) Benruk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilakukan paling sedikit melalui jalur: 

Pasal 12 



,._ _ _.:, ..... _. 

Bagian .Kedua 

Tata Cam. Pengusulan 
Pasal 16 

(1) Tata cara pengusulan pelaksanaan pengembangan kompetensi AS.N dalam 
bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasak 11 clapal melalui 
tahapan: 

a. ASN mengajukan surat kepada atasan langsung secara .hierarki pada 
Perangkar Daerah masing-masing kemudian usulan tersebut di 
sampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang pengembangan sum.ber daya manusia; 

b. berdasarkan usulan Perangkat Daerah tersebut, Perangkar Daerah 
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sumber 
daya manus:ia.melakukan verifi.kasi apakah pengembangen kompetensi 
yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan dan rencana 
pengembangan kompctensi Perangkat Daerah; 

c, jenis pengembangan kcmpctcnsi yang cliberikan rekomendasi oleh 
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
pengembangan sumber daya manus:fa berupa rekomendasi sebagai 

Pelaksanaan pengembangan kcmpetensi ASN dalam bentuk pelatihan non 
klasikal sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat dtlakaanakan 
secara: 

a. rnandiri oleh unit kerja penyelenggara pelatihan di lnstansi Pemerintah 
yang terakreditasi, 

b. bersama dengan inatansi pernerintah lain yan_g memiliki akreditasi untuk 
rnelaksanakan pelatihan; atau 

c. bersama dengan lcmbaga penyelenggara pelatihan independen yang 
terakreditasi, 

Pasal 15 

Pelaksarraan Pengembangan Kompctcnsi ASN dalarn hentuk pelarihan klasikal 

sebagaimana dimaksud dalam Paeal l I huruf a, dilaksanakan untuk 
memenuhi rencana stratcgis OPD, keburuhan standar kompetensi jabatan 

clan pengembangan karier. 

Pasal 14 

• 

m, jalur pengembangan komperenai dalam bentuk pelalihan non klasikal 
lainnya. 

r 

r: 



Evaluasi pengembangan kompetensi dilaksanakan unruk menilai kesesuaian 
antara keburuhan kompetensi dengan standar kornpetensi jabatan dan 
pengembangan karler. 

Pasal 18 

6Afil V 

EVALUASI PE-NGEMBANGAN KOMPETENSI 

BAB TV 
PEMANFAATAN TEKNOLOGl 1NF0Rlv1AST 

Pasal 17 
(1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dllakukan dengan 

mstnpergunakan teknologi informasi. 
(2) Dalam ha! pclaksanaan pengembangan kompetensi, lnstansi Pemerintah 

dapat mengembangkan dan, menggunakan sistem informasi, aplikasi dan 
sistem pembelajaran dcngan reknclogi informasi (e·leaming) dan 
sebagainya baik yang dikembangkan rnandiri maupun dengan mernakai 
aplikasi yang telah dikernbangkan oleh kementerian/Iembaga. 

l. ragas belajar dan i;,;in helajar: 
2. pelalihan strukurral kepernirnpinan: 

3. pelatihan teknis; dan 
4. pelatfhan fungsional. 

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas clan fungsi di bidang 
pengembangan sumber daya manusia memberikan rekomendasi atas 
pelatihan yang diusulkan dan menjadi dasar kepala Perangkat Daerah 
untuk menerbitkan surat Perintah Tugas bagi AflN unruk mengik uti 
pelatihan. 

c, Perangkat Daerab menyam:paikan laporan kegiatan pengernbangan 
kompetensi yang telah diikuti kepada PPK melalui Perangkat Daerah 
-yarig rnelakaanakan tugas dan fungsi di bidang pengernbangan surnber 
daya manusia sebagairnana format terlampir. 

r. Kegiatan pengembangan kompetcnsi lainnya selain sebagairnana 
~¥rsebut pada huruf c, wajib diberitahukan pelaksanaanya kepada 
Perangkat Daerah yang mefaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
pengernbangan sumber daya marrusia, 

(2) Format laporan kegiatan pengemban~an kompetensi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( l) huruf e, tcrcantum dala m Lampiran .huruf D, yang 

rnerupakan ba:gian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini. 



• 

At,;RJTA DAE:RAH KOT.A KlJPANC'l- 'l'AHUN 2021 NOMOR 534 

STLEY rut.A Y 

Dundangkan di Kupang 
pada tanggfll !.! I .ruu 202 I 

S!<:KRET/\KlS DAEl<AfI 1<01'A l<Ul'A..'iG, ,a.,, 

N R. lmVl, '.KORE ( 

Dhctapkan di 1< upang 
£»Ida tanggal 21 Juli 2021 / 

,0....wALlKOT KUPANG, ~ 

Agar setiap orang mengetahu inya, memerin tahkan pengundangan Peraruran 

Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Kupang. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAAVl 
KP:TENTUAN PJ:;NUTUP 

Pasal 21 

Pasal 20 
Evaluasi pengembangan kornpetensi sebagaimana dtmaksud dalam Pa.sa.l 19 
disampaikan kepada yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 
pcngembangan sumber daya manusta untuk divalidasi dan dilaporkan kepada 
PPK. 

Pasal 19 
~;valuasi pengernbangan kornpetensi Perangkat Daerah dilaksanakan rnelalui 
mekarusrne pemlaian terhadap: 
a kesesuaian antara rencana pcngernbangan kompetensi dengan pclaksanaan 

pengembangan kompetensi; dan 
b. kernanfaatan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap 

peningkatan kompetensi dan peningkatan lo.ncrja pegawai, 



(11) 

(10) 

(9) 

(8) 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 
(51 
(6) 
(?') 

3J. dan seterusnya. 
b. Kapaeitas 

dan 
kapabilitas 
1). .lenis 
pen gm.bang 
an 

a. Pendidikan (tugas belajar}uin belajar) 
b. Pendidikan clan pelatihan 1' , .. 

............................................................................... ,, . 2) . 
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Kebutuhan 
pengernbangan 

a. Kaner pekerjaan yang paling dirninati 
l). 

11. 
. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. 
............................. ! , •••••••••••••••••• 

3 . 

2: . 

2:'"'"'"'''"'"'''"''•·•••00•••·•·""''""'"''' 

3:····-·····-·······"-••·······-·············--····d••• 
'i: . 

10. Keterampilan yan.g 
dimiliki 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
4. dan seterusnya ... 
1. Kcahlian yang clim.ili.ki 9. 

Pengalaman kerja 8. 

1. 
2. .. 
i . 
4: 'cirui 'siit~i-ii~iiyi{:::· .. -- · -- · · · .. 
1. 
i"'''""''''"''"'""'''"m""'""''"''"'''" 

3: .. 

·······,·········--·-···_. .. _.. ~-················· 
............................................................ 
......................................................... 
-·· ·- .. 
" • •' •• • • t t • 0 I•••*•• o •' • o < 'o o o Io o O O o o O •• f o' o O 'o•O ••·• o o,o 1. Nam a 

2. NIP 

3. Jabatan 
4. Pangkar/Gol. Ruang 

5. Unit Or.ganisasi 

6. Pendid.ikan terakhir 
7. Diklat yang pernah 

diikuti 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa : 

RENCI\NJ\ TJ\IIUNAN KEDUTUHAN 
"PENGEMBANGAN DIRI 

A. FORMAT RENCANA TABUNAN KEBUTUHAN PENOEMBANGAN DIRl 

LAMPIRAN PERA'TURAN WALrKOTA KUPANG 

NOMOR 17 TAHUN 2021 
TANGGAL,21 JULf 2021 
TENTANG PENGEMBANGAN l<OMPETENSJ APARATUR SIPIL NEGARA DI 

UNGI<UNGAN PEMERINTAH KOTt. KUPANQ 



(13) 

(12) 

Mengetahui atasan langsung , (16) 

........ - ' . 

15) 

3. Rekomendasi dari Atasan : 

....... -. - . 
•,•,•••I•! f•• •••••I•,•••••••· ··•o• • •••• ••••I ••t••• • • • • • •• ••• •••••••• • • ••••• • • •• ••• • •1 ,••···••I•• 

14) 

2. Alasan mengikuti pengembangan : 

c. dan seterusnya 

b 

2). Materi Pengembangan 
a. 

c, Kursus 
d. Seminar I Diskusi panel 
e. Lain-lain, (sebutkan) 



(10) Tulislah keterampilan yang. dimiliki pegawai yang membuat rencana 
kebutuhan peugembangan. 

Kcterampilan adalah kemampuan dan kecakapan untuk menyelesaikan 
tugas dengan cepat, efektif dan efisien. Conteh seorang Kepala Bagian, 
Pengernbangan Pegawai memiliki ketera.mpilan seperti: mengopera.sikan 
komputer,beTkon;tunikasi dengan cfektif. 

~~~~~~~~~~~~~----! 
(11) Tulislah jenis pekerjaan yang diminati untuk dilaksanakan. seperti 

menganalisis JJeraturan. mengolah data kebutuhan pengcmbangan 
pegawai, mendesain kegia.tan pengembangan. 

( 12) Pilih jenis pengembangan yang diharapkan untuk diiku ti dengan 
melingl<a.ri huruf disebelahnya (pilihan boleh Jebih dari saui] untuk jenls 

pcngembangsn yang tidak tersebu L dalam Iormulir dapat disebutkan pada 
pilihan huruf (e) . 

Mendesain strategi pengembangan pegawai, menyusun kurikulurn 
atihan. 

ang dimiliki seorang 
, efe ktif dan efi sien. 
ai rnemiliki keahlian 

membuat rencana 

mernbual rencana 
nduduki jabatan 

wai yang membuat 

rang membuat 

g membuat rencana 

g mernbuat rencana, 

uhan pengembangan 
han pengembangan 
utuhan 

Keterangan: Petunjuk Pengisian Lampiran Format A 

. , . 

- Uraian No 
I 2 

(1) Tulislah nama pegawai yang membuat rencana kebut 
{2) Tulislah NlP pegawai yang membuat rencana kebutu 
(3) Tulislah .Jabatan pegawai yang membuat rencana keb 

pengembanizan 
(4) Tulislah pangkat dan golongan ruang pegawai yan 

keburu.han pengernbangan 
(5) Tulislah nama unit orgarrisasi tempat pegawai Jan 

kebutuhan pengembangan bertugas 
(61 Tulislah nama pendidikan terakhir dari pegawai } 

rencana keburuhan pengembangan bertugas 

{71 Tulislah diklat apa saja yang pernah dilkuU oleh pega 
rencana kebutuhan pengcmbangan 

(8) Tulislah jabatan yang pernah diduduki pengawai yang 
kebutuhan pengembangan beserta rentang waktu me 
tersebut, 

(9) Tulislah keahlian yang dimiliki pegawai yang 

kebutuhan pengembangan. 
Keahlian adalah wawasan, pengetahuan, kemahiran y 
ASN uruuk. dapat menyelcsaikan tugas dengan tepat 
Contoh sorang Kepala Bagian Pengembangan Pegaw 
seperti: 



---- 
(13) Tulislah rnateri pengembangan yang dibutuhkan berdasarkan jcnis 

pengembangan yang dipilih. 
(14) Tulislah dasar dari pengajuan untuk memperoleh pengernbangan. 

-(15) Tulislah rekornendasi pengembangan y.i.11g diperl ukan oleh pegawai yang 

bersangkutan dari atasan langsung. 
(16) Tulialah tanggal disusunnyarencanakebutuhan pengembangan diri. 



( , . 
d 

NIP ~, . 

KEPALA PERANGKAT 
DAERAH . 

L_ ldst _ 

r 0N JEN!s NA.MA I NI:LP __ --+'- KE TERANGAN I [ PENGEMBANGAN 

r (2) -----1-=-~ 3J 
l. 
2 

----t--=t=- _1t I --· 

. . . 
. . ···-·· . Instanai 

Tah un 

B. FORMAT KEBUTUHAN PENGEMBANGAN ASN PER INSTANSI 

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN ASN PER TNSTANST 

' 

r: 



'mulir 
~--,.,,-~~~--,~~~~...,---,,------I 

an yang dJbutuhkan oleh _pegawai pada 

Uraian 

ang membutuhkan jenis pengembangan 
om(2) 
kan untuk menjelaskan kondisi pada 

rlo 
L 

(1) Tulislah nomor urut, pengisian for 
(2) Tulislah jenis-jenis pen gem bang 

instansi 
(3) Tulis lab nama, NIP, pegawai y 

sebagaimana dimaksud pada kol 
(4) Tulislah keterangan yang dlperlu 

I kolom sebelurnnya 

Keterangan : Petunjuk Pengisian l.ampiran B 



d 
NIP '"········ 

(,••,••I • o ro o ••,I It..-, I 111 '-1 • 

l<b:PAhA. PERANQKAT 
DAERAR . 

l'fO SYARAT JAB-VJ'A.N PHO FIL Al'IIALLSIS TINO KAT TII'fDAK 
-~BSBN,TflNG,,N !Cf!;-SJ:o.:SUAIAN .LANJUI' 

UNSU.R U~AIAN PEGAWAI SESUAI BE LUM 
SESUAf• 

111 f2l ... J'+I (51 It, I 171 IXI 
1. PENDlDIKAN I 
2. PENDIDJKAN 

I DAN PELATIHAN 
3. .r -&..F, .. .._., ~t\MAN JABATAN ,. 
4. v •1':\J:Tl I "1 ?\.T 

5. •• PILAN - K.t;1 

Tahu.n 

Unit Organisasi : . 
Jabatan . 
Nama . 

A.NALlSIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL ASN DENGAN 
SYARAT JABATAN 

C. FORMAT ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL ASN DENGAN 
SYARAT JABATAN 



No Uraian ' 
I 2 - ··- - ... 

(1) Tulislah nomor urut pengisian formulir 
-(2) Merupakan unsur yang disyaratkan dalam sebuab jabatan 

(3) Tnlislsb uraian syarat jabatan yang_ dibutuhkan urrtuk mend u.d uki jabatan 
sesuai dengan unsur pada kolom [2) 

(4) ·run~l:th kU-a.1.ltll<Mi ymlg r111bj)jJ<i f>lrui ASN YAn~ mendudu.ltljaba{a.11 M8UM 

dengan unsur pada kolorn (2) 
(5) Tulislah basil analisis yang tela h dilakukan dengan rnernbandingkan 
(6) antara k,olom (3) dengan kolom (4). 

_(~~ dtisi dengan sesuai atau belurn sesuai) (7) Tulisleh pereentase kesesuaian sesuai dengan jumlah unsur yang sesuai, 
ji.ka yang sesuai hanya satu unsur diiai 20'Yo, jika yang sesuai hanya d ua 
unsur diisi 40% dan seterusnya 

(8) · Tulislah langkah-Iangkah atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 
instansi atau pejabat yang bersangkutan sesuai dengan hasil analisis 
kesenjangan clan tingkat kesesuaian. 

Keterangan : Petunjuk Pengiaian Lampiran Format C 

• 



. 
( 1 
NIP .....•...................... 

KEP/\LA PERANGKAT 
DAERAH., ....... 

NO NAMA GABA'l'AN JENJS PENY!!;LENGGARA TANGGAL.. 
/NIP PENGEMBANG1\N PENYELENGARAAN 

- Ill (2} (3) (4) • (5) (6) 
I 
• 
I 

I I 
1 

Unit Organisaai : .. 

l,/\PORAN KEGfA'rAN PENGEMBANGAN KOMPE'T'ENSJ PERANGKA'T' DAERAH 

:t>. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANOAN KOMPET.ENSI PERANGKAT' 
DAERAH 

• 



ON R. RJWU [{OREr 

AXUPIINO,J 

Tulislah nomor urut pengisian formulir kolom (1) 
Tulislah nama pegawai Znip yang menduduki jabatan pada kolom (2) 
Tulislah nama jabatan yang mengikuti pengembangan kompctcnsi dalam 
unitorganisasj. pada kolom (3) 

Tulislah jcnis pengembangan kompetensi apa saja yang diikuti oleh 
pegawai pada kolom (4) 

Tutialah nama pcnyelenggara kegiatan pengembangan kompetensi pada 
kolom (5) 
Tulislah tanggal/bulan dan tahun penyelenggaraan kegiatan torscbut 
kolom (6) 

(6) 

(5) 

(4) 

(1) 
(2) 
(3) 

1 2 
Uraian No 

Keterangan : Petunjuk Pcngistan Lampiran 1,·onnat D 

• 

= ' 
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